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Abstract: This article explains the application of islamic law and 
its reformation in Egypt and Turkey. The two countries have 
similarities in their experience of the effort of reforming islamic 
law. Both have a long history in experiencing the appearance of 
the four islamic schools of law with the prevalence of the 
Hanafy school in the masses. When the Ottoman empire ruled 
Egypt, the ottoman law was also applied in Egypt which in turn 
also contributed the later development of Egyptian legal 
system. In addition, there was close encounter between Islam 
and the West since the 19th Century, which enabled muslims to 
learn from the West and eventually took the form of 
secularization in Turkey and Egypt. Nonetheless, in its 
develepomnet, Egypt is more influenced by islamic 
jurisprudence basauece of the prevalence of islamic schools of 
law in Egypt. In contrast, Turkey’s legal system was more 
secularized especially during and after the reign of Kemal 
Attaturk. 
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A. Pendahuluan 
Semenjak abad ke-19, tumbuh kontak yang semakin 
akrab antara peradaban Islam dan peradaban Barat. Kontak 
peradaban ini, menghadapkan Islam pada situasi yang sungguh 
berbeda. Secara politis, sosial dan ekonomi, peradaban Barat 
berlandaskan pada konsep-konsep dan lembaga-lembaga yang 
asing bagi tradisi Islam. Ketika tradisi Islam dalam kekakuan 
serta dominannya teori taqli>d (kesetiaan yang ketat terhadap 
doktrin yang sudah mapan), maka kemudian lahir pertentangan 
yang tidak dapat dipertemukan antara hukum tradisional 
(Islam) dan kebutuhan masyarakat Muslim, yang kemudian 
melahirkan upaya meniru dan menciptakan patokan-patokan 
dan nilai-nilai yang berdasarkan cara Barat. Akibatnya yang 
muncul kemudian adalah bahwa tidak ada pilihan lain kecuali 
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mengesampingkan syariah, dan menggantikannya dengan 
hukum yang diilhami dari Barat.1 
Mesir dan Turki merupakan dua negara yang memiliki 
sejarah yang panjang. Keduanya memiliki hubungan sejarah 
yang tidak bisa dipisahkan. Pada masa Dinasti Usmani berkuasa 
di Turki, Mesir berada dalam kekuasaan mereka sehingga dalam 
perudang-undangan saat itu menggunakan undang-undang 
Usmani dan dalam perkembangan selanjutnya pembaharuan 
tata hukum di Mesir ada pengaruh dari Turki. Karena itu, tulisan 
ini akan membahas tentang penerapan dan pembaruan hukum 
Islam dalam tata hukum di negara Mesir dan Turki.    
 
B. Penerapan dan Pembaruan Hukum Islam di Mesir 
1. Mesir dalam Lintasan Sejarah 
Mesir merupakan sebuah negara yang terkenal dengan 
sejarah peradabannya, yang telah ada semenjak 4000 tahun 
sebelum Masehi. Mesir merupakan sebuah negara yang 
berbentuk republik. Nama Mesir tercantum lima kali dalam al-
Qur’an. Nama lain Mesir adalah Egypt, yang berarti Qibti, nama 
yang dipakai orang Barat ketika menyebut Mesir.  
Islam masuk ke Mesir melalui panglima ‘Amr ibn al-‘A>s} 
tahun 640 H, pada masa khalifah ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b. 
Semenjak itu Mesir berada di bawah kekuasaan Islam setelah 
sebelumnya di bawah kekuasaan Romawi. Semenjak kedatangan 
Islam ke negeri itu, kaum Koptik menjadi kaum minoritas, 
karena Islam sangat digemari oleh bangsa Mesir. Mereka 
beranggapan bahwa Islamlah yang bisa membebaskan mereka 
dari tekanan penguasa. 
Negeri ini menjadi lebih dikenal oleh kalangan 
intelektual muslim, setelah berdirinya Universitas al-Azhar, 
didirikan pada masa Dinasti Fa>t}imiyyah. Sekarang, ibukota 
Mesir adalah Kairo, kota yang didirikan pada masa 
pemerintahan S}ala>h}uddi>n al-Ayyu>biy, pada abad ke-12 M.2 
                                                        
1Noel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, terj. Hamid 
Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), h. 175. 
2Ibid., h. 3. 
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Di negara-negara Arab, Mesir merupakan pelopor 
reformasi Islam sejak akhir abad kesembilan belas. Mesir juga 
merupakan salah satu negara yang warga muslimnya pertama 
kali berhadapan dengan hukum Perancis dan pendidikan 
hukum Perancis. Mahasiswa-mahasiswa Mesir dikirim untuk 
belajar hukum di Perancis sejak tahun 1828. Orang Mesir 
menerima peran menonjol dalam usaha mengawinkan tradisi 
Perancis dan Islam.3 
Pemerintahan asing yang pernah berkuasa di Mesir, 
sebelum pemerintahan Gama>l ‘Abd al-Naser, adalah Dinasti 
Fa>t}imiyyah (834-1171 M), Ayyu>biyyah (1171-1250 M), 
Mamlu>kiyyah (1250-1517 M), dan Turki Uthma>ny (1517-1952 M). 
Selain itu, Mesir juga pernah dijajah oleh Perancis (1798 M) di 
bawah panglima Napoleon Bonaparte, dan oleh Inggris (1882 
M).4 Kini Mesir dipimpin oleh putra bangsa Mesir, Muhammad 
Husni Mubarak. 
 
2. Undang-Undang Mesir Kuno 
Peradaban Mesir merupakan peradaban yang tertua, 
yang mengalami berbagai kemajuan dan kemunduran. Menurut 
Deodore al-Shoqli, seorang sejarawan Barat, pada masa Fir’aun 
berkuasa, di Mesir terdapat enam raja besar yang telah membuat 
undang-undang ketika mereka berkuasa, yaitu; (1) Raja Mina, 
raja pertama Mesir (4000 SM), (2) Raja Sasujes (3000 SM), (3) Raja 
Samsirt (2000 SM), (4) Raja Bakkhoris (5) Raja Amazis (abad ke-6 
SM), (6) Raja Dara (abad ke-6 sampai awal abad ke-5 SM).5 
Beberapa masalah yang diatur dalam undang-undang 
Mesir kuno diantaranya adalah tentang perkawinan, perceraian, 
hak milik dan warisan, serta hukum muamalah. Misalnya, dalam 
perceraian antara sepasang suami istri, disebabkan dua hal, 
yaitu; (1) meninggalnya pasangan, baik karena wafat atau karena 
                                                        
3John L. Esposito (et.al), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid II 
terj. Eva Y.N. dkk. (Bandung: Mizan, 2001), h. 212. 
4Selma Hotman, Egypt from Independence to Revolution, 1919-1952 
(Syracuse: Syracuse University Press, 1991), h. 11-15. 
5Muh}ammad Ibra>hi>m H}asan, Ta>ri>kh al-Nuz}um al-Qa >nu>niyyah wa al-
Ijtima>’iyah (Kairo: Ja>mi’ah Iskandariyyah, 1998), h. 64. 
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lama bepergian dan tidak ada khabarnya, dan (2) karena adanya 
gugatan cerai.6 
 
3. Perkembangan Madzhab Fikih dan Undang-Undang di 
Mesir 
Pada awal pemerintahan Islam di Mesir, kota yang 
dijadikan ibukota adalah kota Fust}a>t}, yang juga menjadi pusat 
perdagangan dan perekonomian karena letaknya yang strategis. 
Pada masa ini kecenderungan orang untuk mempelajari agama 
Islam terutama fikih sangatlah besar melebihi kecenderungan 
untuk mempelajari ilmu umum dan filsafat.7  
Fikih merupakan ilmu yang muncul setelah meluasnya 
daerah kekuasaan Islam karena semakin banyaknya 
permasalahan baru yang timbul, yang menyebabkan adanya 
perbedaan pendapat pada satu masalah. Hal ini berbeda ketika 
Rasulullah masih hidup. Perbedaan pendapat ini memunculkan 
adanya beberapa madzhab fikih.8 Di masa Abbasiyah empat 
mazhab fikih telah berkembang di Mesir, yaitu: 
a. Mazhab Abu> H}ani>fah, 
b. Mazhab Ima>m Ma>lik, 
c. Mazhab al-Sha>fi’iy, dan 
d. Madzhab H}anbaly.9 
Pada tahun 326 H, di masjid Ja>mi’ Fust}a>t} setiap mazhab 
mempunyai h}ala>qah (perkumpulan) tersendiri. Pengikut mazhab 
Ma>liky dan al-Sha>fi’iy mempunyai 15 h}ala>qah, sedangkan 
mazhab H{anafy hanya tiga h}ala>qah.10  
Pada waktu itu, bentuk peradilan di Mesir masih bersifat 
sederhana dan diadakan di masjid, tepatnya di masjid ‘Amr ibn 
al-‘A>s}, yang digunakan untuk mengadili semua kalangan, baik 
                                                        
6Ibid., h. 134-137. 
7Shah}h}a>tah ‘I>sa> Ibra>hi>m, Al-Qa>hirah (Kairo: Maktabah al-Usrah, 1999), h. 
29-30. 
8Huwaida> ‘Abd al-‘Adzim Ramad}a>n, al-Mujtama’ fi> Mis}r al-Isla >my min al-
Fath} al-‘Araby ila> al-‘As}r al-Fa>t }imy (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2000), h. 154. 
9Di antara empat mazhab yang berkembang di Mesir, mazhab H{anbaly 
tidak banyak berpengaruh di Mesir. 
10Shah}h}a>tah ‘I>sa> Ibra>hi>m, Al-Qa>hirah, h. 34. 
Rif’at Husnul Ma’afi 
 
 
Al-Qānūn, Vol .13, No .1,  Juni 2010 
213 
kaum Arab muslim, atau orang Mesir yang masuk Islam, dan 
penduduk non-muslim. 
Al-Kindy menyebutkan bahwa seorang qa>d}i yang 
bernama Khair ibn Na’im al-H}ad}rami mengadili kaum muslimin 
di dalam masjid, kemudian setelah Ashar ia duduk di depan 
masjid untuk mengadili kaum Nasrani. Sedangkan Muh}ammad 
ibn Masru>q memberi izin bagi kaum Nasrani yang bersengketa 
untuk diadili di dalam masjid sebagaimana kaum muslimin.  
Dalam mengambil keputusan, para qa>d}i merujuk kepada 
syariat Islam yang berlandaskan al-Qur’an, hadis, ijma’, ijtihad, 
dan qiyas. Undang-undang saat itu belum dikodifikasikan, tetapi 
para hakim menulis setiap permasalahan dalam sebuah kertas 
dan menyimpannya secara khusus di lemari masjid.11  
Pada masa Daulah Fa>t}imiyyah, mazhab Shi>’ah dijadikan 
sebagai mazhab negara, hal tersebut merupakan hal baru bagi 
penduduk Mesir saat itu.12 Maka untuk menarik minat 
penduduknya yang Sunny ke Shi>’ah, mereka mengadakan 
perayaan-perayaan yang berkenaan dengan agama, seperti 
perayaan tahun baru Islam, maulid nabi Muhammad saw, hari 
Asyuro, dan lain sebagainya. Pada masa Fa>t}imiyyah inilah, 
bid’ah dalam Islam di Mesir mulai timbul. 
Penaklukan atas Mesir oleh S}ala>h}uddi>n pada 1171 
membuka jalan bagi pembentukan mazhab-mazhab hukum 
sunny di Mesir. Ketika masa Fa>t}imiyyah berkuasa, timbul 
beberapa ajaran bid’ah dalam Islam, maka S}ala>h}uddi>n berusaha 
mengembalikan kemurnian ajaran Islam dan menghapus bid’ah 
di sana. 
Pada masa daulah Ayyu>biyah, mazhab negara yang 
dipakai adalah mazhab Sunni, dan mazhab Shi>’ah dihapuskan. 
Karena itu, hukum yang dipakai dalam peradilan yang dulunya 
berhaluan Shi>’ah dirubah lagi menjadi Sunni.13 S}ala>h}uddi>n 
memberlakukan mazhab H}anafi, memberikan bantuan kepada 
sejumlah perguruan hukum, dan merekrut guru-guru dan 
hakim besar dari luar Mesir. Pada awal abad ke-13, kebijakan 
                                                        
11Ibid., h. 35. 
12Ibid., h. 92. 
13Ibid., h. 148. 
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negara di Mesir juga berusaha menyebarluaskan identitas 
kegamaan Sunni. Da>r al-h}adi>th al-Kama>liya dibangun pada 1222 
untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum 
terdapat di dalam berbagai pusat pengajaran empat hukum 
dalam sebuah lembaga madrasah.14 
Setelah Turki Usmani berkuasa di Mesir menggantikan 
dinasti Mamlu>k, maka tata hukum yang berlaku di Mesir 
terpengaruh oleh tata hukum Turki Usmani. Hal ini berlangsung 
selama tiga abad, semenjak sultan Salim berkuasa (1517-1798). 
Setelah melemahnya kerajaan Usmani dan kaum 
Mamluk di Mesir, Napoleon mendarat di Alexandria pada 
tanggal 2 Juni 1798 dan keesokan harinya pelabuhan yang 
terpenting tersebut jatuh. Beberapa minggu kemudian Napoleon 
dapat menguasai Mesir. Namun karena perlawanan rakyat Mesir 
dengan bantuan Inggris, maka Napoleon dan prajuritnya dapat 
diusir dari Mesir pada tahun 1801.15 
Meski tidak lama menguasai Mesir, ekspedisi Napoleon 
ke Mesir tersebut dapat mempengaruhi beberapa hal, di 
antaranya: 
a. Sistem pemerintahan republik di mana kepala negara dipilih 
untuk waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang 
dasar dan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Pada awal abad 
ke-20, istilah republik diterjemahkan dalam bahasa Arab 
dengan jumhu>riyyah yang berarti orang banyak. 
b. Ide persamaan (egalite), artinya persamaan kedudukan dan 
turut sertanya rakyat dalam pemerintahan. Napoleon 
mendirikan suatu badan yang terdiri dari ulama-ulama al-
Azhar dan pemuka-pemuka dunia dagang dari Kairo dan 
daerah-daerah sekitar. Tugas badan ini adalah membuat 
undang-undang, memelihara ketertiban umum dan menjadi 
perantara antara penguasa Perancis dan rakyat Mesir. Selain 
itu juga dibentuk di>wa>n al-ummah yang dalam waktu 
tertentu mengadakan sidang untuk membicarakan hal-hal 
yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Setiap daerah 
                                                        
14Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Jilid I (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 545. 
15Ibid, h. 30. 
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mengirimkan tiga ulama, tiga dari golongan pedagang, dan 
satu dari masing-masing golongan petani, kepala desa, dan 
kepala suku bangsa Arab.16 
Pada saat itu di Mesir mulai muncul pemikir 
pembaharuan Islam yang pemikirannya sangat berpengaruh 
terhadap segala aspek dan mereka merupakan pelopor 
pembaharuan di Mesir bagi masa selanjutnya, diantaranya; al-
Tahtawy, Jama>luddi>n al-Afgha>ny, Muh}ammad ‘Abduh, dan 
Rashi>d Rid}a>.  
Ide-ide pembaharuan yang mereka serukan antara lain: 
a. Seorang ulama harus mengetahui ilmu-ilmu modern agar 
mereka dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan-
kebutuhan modern. Ini mengandung arti bahwa ijtihad 
adalah terbuka17 
b. Corak pemerintahan otokrasi harus dirubah dengan corak 
pemerintahan demokrasi. Kepala negara harus mengadakan 
shu>ra> dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang 
banyak mempunyai pengalaman.18 
c. Menghidupkan toleransi bermazhab, dengan mengadakan 
pembaharuan bidang hukum dan pengaturan mazhab 
hukum. 
Pada masa ini, terjadi "pengsekularan" undang-undang, 
yang menjadikan undang-undang barat sebagai rujukan, 
terutama undang-undang Perancis. Hal ini dilakukan untuk 
menjauhkan Islam dari "kuasa" pemerintahan. Mereka akan 
memastikan agar undang-undang Islam tidak dijadikan rujukan 
dalam berbagai hal. 
Semenjak saat itu, undang-undang Islam yang dipakai 
hanyalah yang berkaitan dengan pernikahan (al-ah}wa>l al-
Shakhs}iyyah) atau yang berkait dengan adat karena ia tidak 
menggugat kedudukan penjajah. Umat Islam boleh 
mengamalkan undang-undang ini di kalangan mereka sendiri, 
tetapi untuk mengamalkan undang-undang yang bersangkut 
                                                        
16Ibid., h. 356. 
17Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 
1996), h. 19. 
18Ibid., h. 55-56. 
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paut dengan pemerintahan negara, pidana dan lain-lain tidak 
diizinkan oleh penjajah.  
Pembaruan hukum di Mesir berkembang secara paralel. 
Setelah piagam Ustmaniyah 1841, yang memberi Muhammad 
Ali dan keturunannya hak untuk menjadi gubernur mesir dan 
memberi Mesir otonomi dalam masalah perundang-undangan, 
diambillah langkah cepat ke arah pembaruan hukum, khususnya 
setelah dibentuknya pengadilan campuran pada tahun 1876 
untuk melindungi kepentingan asing. Lama sebelum itu, 
Muhammad Ali, begitu berkuasa pada tahun 1805, segera 
membuang sistem administrasi Utsmaniyah dan 
menggantikannya dengan susunannya sendiri. Hukum dan 
peraturan diperbanyak dan disatukan dalam undang-undang 
baru yang disebut al-Muntakhaba>t (seleksi), yang dipublikasikan 
pada 1829-1830. Pada periode yang sama, hukum yang bernama 
Qa>nu>n al-Fala>h} (Hukum Tani) dikeluarkan guna melindungi 
kepentingan petani dan negara; hukuman dispesifikasikan 
untuk setiap perkara seperti merampas lahan, mengubah batas, 
mencuri produk, dan orang yang mengabaikan wajib mmiliter, 
merusakkan saluran air. Undang-undang pidana Utsmaniyah 
1851 juga diterapkan, setelah Sa’id Pasya naik tahta pada 1854, 
dalam versi yang diadaptasikan dengan lingkungan Mesir. Akan 
tetapi, tindak pidana dan hukumannya masih belum 
dirumuskan dengan baik.19 
Mesir telah menerapkan kitab hukum pidana dan 
perdata pada abad ke-19. Sebuah kitab hukum perdata baru 
berdasarkan model kitab hukum perdata Perancis telah 
diperlakukan pada tahun 1873; sebuah sistem peradilan ganda 
(campuran) dibentuk pada tahun 1875 untuk mempersempit 
kompetensi (kewenangan hukum) peradilan syariah dan untuk 
memperkokoh sistem hukum alternatif.20 Pembaruan pidana 
yang sesungguhnya dimulai dengan pengadilan campuran. 
Akan tetapi, karena pengadilan ini mempunyai yurisdiksi 
pidana yang terbatas, pembaruan substansial baru memperoleh 
momentumnya ketika berdiri pengadilan nasional dan 
                                                        
19John L. Esposito (et.al), Ensiklopedi Oxford, Jilid II, h. 214. 
20Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Jilid II, h. 129.  
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diadopsinya undang-undang pidana nasional dan undang-
undang penyidikan pidana pada 1883. Kitab-kitab ini diadopsi 
dari undang-undang Perancis secara langsung atau melalui 
undang-undang campuran.21 
Pengadilan nasional Mesir yang diorganisasi pada 1884, 
berfungsi seiring dengan pengadilan campuran. Masalah ah}wa>l 
shakhs}iyyah dilimpahkan kepada pengadilan syariah. Pemerintah 
melakukan pengaturan organisasi pengadilan syariah dan 
kualifikasi para hakimnya. Untuk itu, pemerintah  membangun 
sekolah baru untuk pendidikan dan pelatihan hakim pada tahun 
1907. Sementara itu, berbagai pengadilan millah tetap 
dipertahankan hidup. Pengadilan ini dipertahankan guna 
melayani komunitas religius non-muslim sebagai forum untuk 
menyelesaikan permasalahan status personal mereka; ini berada 
di luar pengaturan negara. 
Pada keputusan tertanggal 22 Desember 1955 peradilan 
syariat muslim dihapuskan, dengan menggabungkan peradilan 
syariah dan peradilan sipil yang menangani hukum keluarga 
(ah}wa>l shakhs}iyyah).22 Seorang hakim dalam memutuskan 
perkara, ia bersandar pada beberapa hal, yaitu pertama, undang-
undang negara, kedua, adat kebiasaan, ketiga, syariat Islam, 
keempat, undang-undang biasa, dan terakhir, pada asas keadilan. 
Dari sini diketahui bahwa syariat Islam juga dijadikan pijakan 
hukum, tetapi pada urutan yang ketiga.  
Hukum ah}wa>l shakhs}iyyah yang sudah direformasi 
dikukuhkan oleh dekrit presiden Anwar Sadat pada 1979. Di 
antara hal lainnya, hukum itu menghilangkan hak suami untuk 
memaksa isterinya yang tidak patuh untuk kembali ke orang 
tuanya, menuntut agar suami mendaftarkan talak dan memberi 
tahu kepada isterinya bahwa ia dicerai, memperbolehkan isteri 
pertama untuk meminta perceraian dengan alasan pengambilan 
isteri kedua oleh sang suami, dan menjunjung tinggi hak isteri 
dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak, dan pembagian 
harta pasca cerai. Bahkan, reformasi-reformasi kecil seperti itu 
menyulut reaksi balik kaum konservatif. Pada 1985, pengadilan 
                                                        
21John L. Esposito (et.al), Ensiklopedi Oxford, Jilid II, h. 214. 
22Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Jilid I, h. 129. 
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konstitusional tinggi Mesir menyatakan bahwa cara-cara 
pemakluman undang-undang itu tidak konstitusional. Hal ini 
menimbulkan kekecewaan besar terhadap gerakan feminis yang 
sedang tumbuh. Setelah penghapusan undang-undang 1979, 
dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, diberlakukan 
undang-undang kompromi yang mencairkan reformasi 1979 
oleh Majelis Rakyat. 23 
 
C. Penerapan dan Pembaruan Hukum Islam di Turki 
1. Turki dalam Lintasan Sejarah Islam 
Sejarah Turki modern tidak bisa lepas dari sejarah 
Dinasti Turki Usmani yang muncul pada abad ke-13. Para 
pendiri dinasti ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang 
mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina.24 Di 
bawah tekanan serbuan bangsa Mongol, pada abad ke-13, orang-
orang Turki melarikan diri ke arah barat dan akhirnya mencari 
tempat pengungsian di tengah saudara-saudara mereka, orang-
orang Turki Seljuk, di dataran tinggi Asia Kecil. Sebagian besar 
populasi daerah ini merupakan orang-orang Turki yang 
memeluk Islam, dan sebagiannya lagi terdiri atas orang Yunani, 
Yahudi dan Armenia.25 
Kepemimpinan Ertugrul (w. 1280) beralih kepada 
putranya yang bernama Usman, yang menjadi tokoh besar. Di 
mana nama dinasti “Usmani” berasal dari nama Usman, putra 
Ertugrul, sebagai pendiri dinasti Usmani. Usman memerintah 
antara tahun 1290-1326. Sebagaimana ayahnya, Usman banyak 
berjasa kepada Sultan Alauddin II yang berhasil menduduki 
benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota 
Broessa. Pada tahun 1300, bangsa Mongol menyerang kerajaan 
Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini 
kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. 
                                                        
23Jama>l al-Di>n ‘At}iyyah, al-Shari>’ah al-Isla>miyyah Wa al-Qa >nu>n (Kairo: al-
Ma’had al-A>lam li al-Fikr al-Isla>my, 1988), h. 4. 
24Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2001), h. 129.  
25Hassan Ibrahim Hassan, Sejarah dan Kebudayaan Islam (Yogyakarta: 
Kota Kembang, 1997), h. 324. 
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Kemudian, Usman menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa 
penuh atas daerah yang dikuasinya. Sejak itulah kerajaan 
Usmani berdiri, dengan rajanya Usman atau Usman I.26 
Wilayah kekuasaan Dinasti Usmani terus berkembang 
mulai dari wilayah Balkan, Yunani Utara, Mecodonia, dan 
Bulgaria. Kejayaan Turki Usmani naik pada masa Muhammad II 
atau disebut juga Muh}ammad Al-Fa>tih} (1451-484), dengan 
menaklukan konstantinopel (1453), sebagai sisa terakhir negara 
besar Bizantium. Secara keseluruhan Wilayah Turki Usmani, 
terutama era Sultan Sulaima>n al-Qa>nu>ny meliputi Asia Kecil, 
Armenia, Irak, Syria, Hijaz, Yaman di Asia; Mesir, Libia, Tunis, 
Aljazair di Afrika;  Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, 
Hongaria, dan Rumania di Eropa.27 Dengan demikian, Dinasti 
Usmani merupakan salah satu kekhalifahan Islam yang mampu 
memiliki wilayah yang sangat luas, yang bertahan selama 
kurang lebih delapan abad (1281-1924), yang kemudian 
kekuasaan Usmani digantikan dengan negara Republik Turki 
modern yang dideklarasikan pada Oktober 1923.  
Perubahan dari Kesultanan Usmani ke Negara Republik 
tidak lepas dari gerakan pembaharuan yang dilakukan pada 
masa Tanzimat. Tanzimat (berarti mengatur, menyusun dan 
memperbaiki) merupakan bahasa Turki, menunjukkan suatu 
periode reformasi sosial dan politik yang mengubah Kesultanan 
Usmani dengan mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-
lembaga yang secara sengaja dijiplak dari Eropa Barat. 
Asal usul Tanzimat terletak pada paro kedua abad ke-18 
ketika berlangsung upaya berkelanjutan untuk memodernisasi 
kesultanan Turki Usmani, yang pada mulanya mencari modus 
vivendi untuk kerajaan Usmani dengan meminjam ide-ide dan 
teknik Barat. Modernisasi Turki hampir bersamaan dengan di 
Rusia, tetapi pola dari proses ini berbeda di kedua negeri 
tersebut. Di Rusia, Peter Agung membawa perubahan-
perubahan Barat secara berurutan, hingga rakyatnya yang 
terbelakang itu dapat dimungkinkan maju bersama-sama 
dengan bangsa-bangsa Eropa. Adapun di Turki, Sultan Salim III 
                                                        
26Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 130. 
27Ibid., h. 132. 
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(1798-1807) dan pengganti-penggantinya melaksanakan 
pembaruan-pebaruan Barat untuk memberikan nafas baru 
kepada kehidupan imperium Usmani yang sedang dalam proses 
hancur.28 Aspek terpenting dari upaya ini adalah memodernisasi 
militer, khususnya pendirian sekolah teknik kemiliteran. Dan 
kecenderungan di antara elit birokrasi untuk meniru hidup kelas 
atas di Barat. Penerjemahan teks-teks ilmiah Barat di bidang 
kedokteran, botani, astronomi, dan matematika berlangsung 
sepanjang sisa abad itu. Seiring dengan meningkatnya 
penghargaan terhadap aspek-aspek material budaya Barat, 
muncul ketertarikan di kalangan elit terhadap terhadap hal-hal 
yang disebut sebagai masyarakat sipil Barat.29 
Pembaruan ala Barat yang dilakukan oleh Sultan Salim 
III pada umumnya terkenal dengan istilah Nizam-i Cedid (orde 
baru) merupakan usaha pertama yang luas untuk pembaratan. 
Namun usaha sultan ini tidak memperoleh dukungan dari 
ulama yang bersama-sama dengan Jannisari menentang 
pembaruan itu, dan syariah tetap merupakan hukum yang 
tertinggi bagi Imperium Usmani.30 
Pada tahun 1837, Sultan Mahmud II (1808-1839) atas 
usulan para anggota dewannya mendirikan dua badan baru: 
Dewan Menteri (Da>r-i sura>yi Ba>b-i ‘A<li) dan Dewan Ordinansi 
Hukum Pengadilan (Meclis-i Va>la>-yi Akam-i Adliye). Evolusi 
dari badan-badan ini sepanjang abad ke-19, pada akhirnya 
mengarah kepada pemisahan kekuasaan eksekutif dari 
yudikatif. Tahun 1839, Sultan Abdul Majid (1839-1861), yang 
menggantikan Sultan Mahmud II, mengeluarkan Hatt-i Syerif 
Gulhane (Piagam Gulhane), atas gagasan Mustafa Rasyid Pasha, 
yang menjabat Perdana menteri Turki Usmani dan tokoh 
Tanzimat. 31 
                                                        
28Mukti Ali, Islam dan Sekularisasi di Turki Modern (Jakarta: Djambatan, 
1994), h. 9. 
29Serip Mardin, “Tanzi>ma>t”, dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam 
Modern, Jilid V, John L. Esposito (et. al), terj. Eva Y.N. dkk. (Bandung: Mizan, 
2001), h. 345. 
30Mukti Ali, Islam dan Sekularisasi di Turki Modern, h. 13. 
31Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 99. 
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Piagam Gulhane menjelaskan tentang perubahan-
perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu: (1) 
terjaminnya ketenteraman hidup, harta dan kehormatan warga 
negara; (2) peraturan mengenai pemungutan pajak; (3) peraturan 
mengenai kewajiban dan lamanya dinas militer; dan (4) 
persamaan dalam hukum, tanpa memandang perbedaan 
agama.32  
Pada tahun 1856, pemerintah Turki Usmani 
mengeluarkan dokumen penting kedua dari program Tanzimat, 
yaitu Maklumat Reformasi (Isla>hat Fermani) atau Piagam 
Humayun (Hatt-i Humayun), yang memperkuat jaminan-jaminan 
yang tercantum dalam Piagam Gulhane. Piagam ini diadakan 
atas desakan negara-negara Eropa pada kerajaan Turki Usmani 
yang pada waktu itu dalam keadaan lemah dan selalu 
mengalami kekalahan dalam peperangan. Negara-negara Eropa 
mau menjamin keutuhan Kerajaan Usmani, kalau kerajaan 
Usmani bersedia memberi lebih banyak hak-hak yang sama 
kepada rakyatnya yang bukan beragama Islam dan bukan 
berasal dari Turki, terutama bangsa Eropa. Dokumen ini 
menjamin bahwa muslim dan non-muslim memiliki hak dan 
kewajiban yang sama di depan hukum dalam hal keterlibatan 
dalam militer, administrasi hukum, pajak, penerimaan di 
lembaga pendidikan, serta pekerjaan di sektor publik. 
Proses pembaruan Tanzimat berakhir tahun 1877, ketika 
Sultan Abdul Hamid II (1876-1909), menangguhkan Konstitusi 
baru Turki Usmani yang terbentuk tahun 1976 dan memecat 
Mithat Pasha, penggagas Konstitusi dan Perdana Menteri  Turki 
Usmani saat itu. Kendati reformasi Tanzimat terhenti, 
modernisasi  Turki terus berjalan di bawah gerakan Turki Muda 
(1908-1918) –dipimpin Said Halim Pasha yang Islamis dan Ziya 
Golap yang Nasionalis-, dan Republik Turki (1923) –di  bawah 
Mustafa Kemal Attaturk.33 
Setelah pembubaran kesultanan Usmani pada 1922, 
kaum Kemalis bermain-main dengan gagasan untuk 
mempertahankan khalifah sebagai seorang pemimpin 
                                                        
32Erik J. Jurcher, Turkey a Modern History (London: IB. Tauris, 1995), h. 53.  
33Serip Mardin, Tanzi>ma>t, h. 348. 
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simbolis. Namun, ambisi khalifah Abdul Majid, yang 
didukung oleh lawan-lawan politik Mustafa Kemal, memaksa 
pemerintah untuk bertindak cepat dan membubarkan 
kekhalifahan pada tanggal 3 Maret 1924. Dari tahun 1925-
1929, kaum Kemalis  mempergunakan masa waktu tersebut 
untuk memunculkan sebuah program pembaruan yang secara 
efektif menyisihkan Islam dari kehidupan politik dan 
menjadikan masyarakat sekular, gerakan ini lebih dikenal 
sebagai sekularisasi Turki. 
Pada tahun 1925, kelompok tarekat sufi dan makam-
makam suci ditutup, penyembuhan dengan tiupan napas oleh 
para shaikh, ba>ba>, seyyid, murshid, dede, dan celebi pun menjadi 
terlarang. Pemakaian fez, sebuah simbol identitas Muslim, 
dipandang melanggar hukum, dan kaum laki-laki diwajibkan 
mengenakan topi. Kalender Gregorian diambil bersama-sama 
dengan jam dinding 24 jam. Tahun 1926, hukum sipil Swiss 
menggantikan hukum syariat, sehingga memisahkan para ulama 
dari sumber pengaruh tradisional mereka. Kemudian tahun 
1928, Majelis memutuskan untuk menghilangkan kalimat 
“Agama negara Turki adalah Islam” dari pasal 2 konstitusi 
negara, menuntaskan penyingkiran Islam. 
Puncak dari liberalisasi Turki terjadi pada tahun 1932, di 
mana Islam secara politik dan kultur “dinasionalisasikan”; Al-
Quran dibaca dalam bahasa Turki, disusul azan berbahasa 
Turki pada Tahun 1933, dan azan kembali  dalam bahasa Arab 
pada tahun 1950. Menurut Feroz Ahmad, “Tujuan pembaruan 
radikal ini bukanlah anti-Islam, tetapi politis, yaitu 
memisahkan seluruh lembaga hukum, sosial, dan 
kependidikan dari yuridiksi para pemimpin agama berserta 
sekutu-sekutu politik mereka serta meletakannya ke tangan 
Direktrorat Urusan Agama. Dengan demikian, negara dapat 
mengarahkan energi keagamaan menuju program sosial-
ekonominya sendiri.”34 
 
                                                        
34Feroz Ahmad, “Turki”, dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, 
Jilid VI, John L. Esposito (et. al), terj. Eva Y.N. dkk. (Bandung: Mizan, 2001), h. 
64-65. 
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2. Syariat dan Reformasi Hukum di Turki 
Sebagai sebuah negara Muslim, Turki memiliki sejarah 
panjang baik dalam politik maupun hukum. Kekuasaan 
sebelumnya, Kekhalifahan Turki Usmani merupakan salah satu 
kekuatan dari tiga kekuatan dunia Islam pada saat itu yang 
berhaluan sunni, di samping kerajaan Safawi di Persia yang 
berfaham syiah dan kerajaan Moghul yang juga masih sunni.  
Pemerintah Turki Usmani pada umumnya menganut 
mazhab H}anafy, salah satu dari empat mazhab sunni yang 
terkemuka. Pengaruh mazhab H{anafy tidak hanya pada masa 
pemerintahan Turki Usmani, tetapi juga sangat berpengaruh 
pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, di mana salah satu murid 
Imam Abu Hanifah, Ya’qu>b ibn Ibra>hi>m al-Ans}a>riy yang lebih 
dikenal dengan nama Abu> Yu>suf (731-798) pernah diangkat 
pada Dinasti Abbasiyah sebagai hakim di Bagdad dan kemudian 
menjadi qa>d}i> al-qud}a>t (hakim kepala) dengan wewenang 
mengangkat hakim-hakim kekhalifahan. Salah satu karya Abu> 
Yu>suf, Kita>b Al-Khara>j, disusun untuk Khalifah Haru>n al-Rashi>d.  
Dan kini mazhab Hanafy masih merupakan mazhab 
resmi yang berwenang mengeluarkan fatwa dan diterapkan 
pada status persoal kaum Muslim Sunni di negara-negara 
pelanjut Kesultanan Usmani, seperti Mesir, Suriah, Lebanon, 
Irak, Yordania, dan Israel-Palestina. Di Turki sendiri, yang resmi 
sekular, hukum H{anafy mengatur kegiatan-kegiatan ibadah. 
Mazhab H{anafy juga menjadi mazhab dominan dalam hal 
status-personal, juga dalam kegiatan-kegiatan ibadah di 
kalangan kaum Muslim di semanjung Balkan, Kaukus, 
Afganistan, Pakistan, India, Republik-republik di Asia tengah, 
dan Cina.35 
Pada awal abad ke-16, khususnya masa Salim I (1512-
1520) dan Sulaiman I (1520-1560), seluruh administrasi peradilan 
Turki Usmani besumber pada syariah. Bahkan mereka 
menciptakan unit-unit terkecil bagi administrasi sipil yang sama 
intensifnya dengan qad}a>’, distrik di mana qa>d}i berkuasa 
                                                        
35Farhat J. Ziadeh, “Mazhab-Mazhab Hukum Sunni”, dalam Ensiklopedi 
Oxford Dunia Islam Modern, Jilid II, John L. Esposito (et. al), terj. Eva Y.N. dkk. 
(Bandung: Mizan, 2001), h. 202. 
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mengangkat kepala polisi lokal atas perintah-perintah qa>d]i. 
Mereka menyelenggrakan latihan-latihan yang seragam bagi 
ulama-ulama dan qa>d]i, mengangkat mereka dengan jabatan 
yang diatur secara hierarkhi, dan mereka diberi gelar Mufti 
Agung bagi mufti yang berkedudukan di Istambul, yang secara 
hierarkhi merupakan jabatan yang tinggi dan digelari shaikh al-
Isla>m. Mufti Agung (shaikh al-Isla>m) tersebut bertanggung jawab 
untuk menjamin terlaksananya hukum suci dalam negara dan 
berkewajiban memberi petunjuk kepada qa>d}y.36 
Jabatan Mufti Agung kemudian mencapai puncaknya 
pada kekuasaan Sulaiman I, yaitu ketika Abu Su’ud menjabat 
sebagai Mufti Agung pada tahun 1545-1574. Abu Su’ud berhasil 
menyesuaikan administrasi hukum pemerintah Usmani dengan 
ketentuan syariah. Pada masa Sulaiman I ini pun telah terbentuk 
sebuah Kanun atau Kanun Name sebagai hukum resmi, ini pula 
sebabnya Sulaiman I digelari sebagai Sulaiman al-Qa>nu>ny.  
Pada awalnya, Kanun ini telah tersusun di bawah 
pemerintahan Sultan Bayazid II (1481-1512) di mana konsep-
konsep hukum Islam dijadikan sebagai dasar dalam penetapan 
hukum, tetapi pada masa selanjutnya mengalami perubahan 
dengan ketentuan-ketenuan baru, seperti hukum h}add diganti 
dengan ta’zi>r, denda uang ditetapkan berdasarkan kemampuan 
ekonomi si terhukum. Secara keseluruhan Kanun tersebut 
berisikan tentang gaji tentara, polisi rakyat yang bukan Muslim, 
urusan kepolisian dan hukuman, hukum tanah dan hukum 
perang. Dalam hukum pidana banyak sekali penjelasan tentang 
hukuman fisik seperti pengebirian, penggantungan bagi yang 
tidak melaksanakan kewajiban, penggantungan bagi pelaku 
pemakaran dengan sengaja, pencuri, potong tangan bagi 
pemalsuan dokumen dan mata uang. Semua hukuman fisik 
tersebut, diganti dengan denda, atau penyiksaan jika terdapat 
bukti-bukti yang kuat. Menurut Schacht, “Undang-undang 
kerajaan Usmani pada abad ke-16 jauh lebih unggul dari 
undang-undang yang berlaku di Eropa pada masa itu. Kalau 
                                                        
36Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj. Moh. Said, dkk. (Jakarta: 
Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI-Dirjen Binbaga Islam-
Departemen Agama RI, 1985), h. 118. 
Rif’at Husnul Ma’afi 
 
 
Al-Qānūn, Vol .13, No .1,  Juni 2010 
225 
tidak karena kemunduran yang menimpa imperium tersebut 
tentulah pengaruhnya akan lain.” 37  
Perlunya pembaruan di kerajaan Turki untuk pertama 
kalinya diakui sekitar abad ke-17 ketika kerajaan Usmani mulai 
kehilangan kekuatannya. Pembaruan-pembaruan di abad ke-17 
itu merupakan upaya-upaya pribumi yang pada umumnya 
berpusat di sekitar usaha untuk memperkuat otoritas 
pemerintah pusat. Namun di awal abad ke-18, usaha-usaha 
pembaruan itu sifatnya lain, sebab kerajaan Usmani mulai 
membuka pintu bagi Barat. Kontak-kontak diplomatik dan 
kultural dengan negara-negara Eropa meyakinkan para 
negarawan Usmani akan keunggulan teknik Barat, dan 
menjadikan mereka berupaya mencari bantuan teknis dalam 
urusan kemiliteran dari para ahli Barat. 
Menjelang akhir abad ke-18, hubungan-hubungan 
dengan Barat mengakibatkan meningkatnya “pencarian jati diri” 
karena kaum intelektual dan negarawan Usmani mulai 
memandang westernisasi sebagai prasyarat. Karena itu, pada 
abad ke-19, perhatian pokok para pembaru Usmani ialah 
membaratkan angkatan senjata, lembaga-lembaga pendidikan, 
hukum dan politik kerajaan Usmani. Namun kemudian muncul 
problem yang harus dihadapi ialah bagaimana cara melakukan 
westernisasi dalam suatu masyarakat, di mana Islam sudah 
berpenetrasi ke dalam sub-kultur sistem sosio-politik Turki 
Usmani. Dilema ini memang jelas. Di satu pihak sejumlah besar 
mereka percaya bahwa keselamatan kerajaan terletak pada 
penerimaan teknologi dan bentuk-bentuk institusi Barat. Di lain 
pihak, tidak seorang pun yang dapat menemukan formula 
mengenai bagaimana caranya teknologi dan institusi-institusi 
Barat dapat diterapkan pada suatu masyarakat Islam tanpa 
menerima peradaban Barat itu sendiri.38 
Usaha reformasi Turki Usmani ini dimulai pada 
pemerintahan Sultan Mahmud II (1808-1839) dengan 
membangun sistem hukum sekular di samping hukum syariat, 
                                                        
37Ibid., h. 120 
38Binnaz Toprak, Islam dan Perkembangan Politik di Turki (Yogyakarta: 
Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 59-60 
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di mana hukum syariat berada di bawah kekuasaan Shaikh al-
Isla>m, dan hukum sekular di bawah Dewan Perancang Hukum. 
Keluarnya Piagam Gulhane pada era Tanzimat membawa 
pembaruan-pembaruan terhadap berbagai institusi 
kemasyarakatan Kerajaan Usmani. Dewan Ordinansi Hukum 
Pengadilan (Meclis-i Va>la>-yi Akam-i Adliye), yang dibentuk 
masa Sultan Mahmud II, diperbanyak anggotanya dan diberi 
wewenang untuk membuat undang-undang. Kodifikasi hukum 
dimulai, dan di samping hukum Syariat dipakai pula sumber-
sumber di luar agama, di antaranya hukum Barat.39 
Berdasar latar belakang dalam era reformasi Tanzimat 
ini, perubahan pertama dan yang mendasar adalah 
pembentukan peradilan-peradilan khusus yang bersifat sekular 
(Mahkamah Niza>miyyah) di disamping Mah}kamah Shar’iyyah yang 
telah ada, serta diberlakukannya norma-norma hukum baru 
(selain syariah) untuk ditetapkan pada peradilan-peradilan 
sekular tersebut. 
Kesultanan Turki Usmani kemudian menerapkan 
Hukum Dagang pada tahun 1850, sebagian adalah terjemahan 
langsung dari Undang-undang Hukum Dagang Perancis, 
termasuk ketentuan tentang pembayaran bunga. Hukum Pidana 
pada tahun 1858, yang merupakan terjemah dari Kode Penal 
(Hukum Pidana) Perancis. Kemudian Hukum Administrasi 
Niaga pada tahun 1861, dan Hukum Perdagangan Laut pada 
tahun 1863, kedua undang-undang ini pun pada hakekatnya 
mengikuti model hukum Perancis.40  
Di samping telah dibentuknya undang-undang 
berdasarkan hukum Barat, kerajaan Usmani telah 
mengkodifikasikan pula sebuah hukum berdasarkan Syariah, 
Majallah (Macelle), yang disusun sekitar tahun 1869-1876, 
berbentuk aturan-aturan, prinsip-prinsip yang lebih moderen 
yang di ambil dari hukum Hanafi. Di samping Majallah, pada 
tahun 1917, pemerintah Usmani pernah mengeluarkan sebuah 
Undang-undang tentang Hak-hak Keluarga, yang merupakan 
                                                        
39Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 99.  
40J. N. D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terj. Machnun Husein 
(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), h. 24. 
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kodifikasi agak lengkap mengenai hukum perseorangan dan 
hukum keluarga, kecuali hukum wasiat dan hibah. Undang-
undang ini tidak hanya bersumber pada ajaran-ajaran mazhab 
Hanafi, tetapi juga beberapa ajaran dari mazhab sunni yang lain. 
Undang-undang ini mencakup sejumlah peraturan hukum acara 
yang di antaranya disertai dengan ancaman hukuman menurut 
hukum pidana (jina>ya>t), dan juga beberapa bagian khusus yang 
berlaku bagi orang Yahudi dan Nasrani. Namun Undang-
undang ini berlaku hanya sebentar di Turki sampai digantikan 
oleh hukum Perdata Swiss.41 
Walaupun demikian, berlakunya hukum-hukum baru ini 
dianggap sekedar tambahan, bukan sebagai perlawanan 
terhadap syariah. Pembaruan-pembaruan yang pertama 
berbarengan dengan timbulnya perbedaan pendapat mengenai 
masalah-masalah kontroversial dalam syariah itu, seperti 
tentang hukuman mati bagi orang murtad. Sedangkan masalah 
saksi-saksi bukan muslim, setelah melewati perjuangan sengit, 
akhirnya secara resmi dinyatakan dapat memberikan kesaksian 
dalam setiap perkara di pengadilan yang melibatkan pihak 
muslim. Dalam sudut pandang ini, pembaruan yang dilakukan 
Tanzimat memperkokoh kedudukan peradilan-peradilan 
sekular, sedangkan peradilan syariah sejak saat itu dibatasi 
wewenangnya hanya pada perkara-perkara status anak dan 
hukum keluarga (dalam pengertian luas).42 
Peradilan syariah yang sebelum berada dalam yuridiksi 
Shaikh al-Isla>m, pada periode konstitusional kedua, 1917, 
dilepaskan dari Shaikh al-Isla>m. Namun tiga tahun kemudian, 
pada 1920 peradilah syariah diserahkan kembali kepada Shaikh 
al-Isla>m. Pada tahun 1924, peradilan syariah dihapuskan oleh 
Pemerintahan Republik Turki, dan ditempatkan di bawah 
yuridiksi kementerian Kehakiman dan pemberlakuan undang-
undang sekular saja. Akibat mendasar dari perubahan di bidang 
peradilan, ialah bahwa institusi agama menjadi kehilangan 
fungsi-fungsi yustisial yang dimiliki sebelumnya. Akibatnya, 
konsederasi-konsederasi religius tidak lagi berperan dalam 
                                                        
41Ibid., h. 30. 
42Ibid., h. 25. 
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proses hukum. Bahkan, formula religius bagi pengambilan 
sumpah di pengadilan pun diubah dengan pernyataan 
kebenaran berdasarkan kehormatan dan kesadaran individu.43 
Dalam bidang hukum pun tidak lepas dari sekularasi 
yang dilakukan oleh kaum Kemalis. Di mana hukum yang 
berasal dari Eropa menjadi bagian pokok dan integral dari 
sistem hukum Turki. Pada tahun 1926, Turki mengadopsi 
Undang-undang Perdata Swiss. Undang-Undang baru ini secara 
fundamental berbeda dari peraturan syariah. Perbedaan-
perbedaan  itu meliputi: 
a. Kebebasan individu untuk memilih afiliasi agamanya. Ini 
bertentangan sekali dengan larangan yang ada sebelumnya, 
yaitu larangan meninggalkan aqidah Islam; 
b. Sekularisasi upacara pernikahan; 
c. Pengadopsian prinsip monogami. Dalam syariah, muslim 
pria bisa menikahi sampai empat orang istri; 
d. Sekularisasi dalam pelaksanaan penceraian, dengan 
memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak 
untuk menuntut talak. Dalam syariah, hak talak hampir 
secara ekslusif berada di tangan pria; 
e. Dalam syariah, sementara pria Muslim bisa menikahi 
wanita non-Muslim, wanita Muslim dilarang melakukan 
kawin campur. Undang-undang perdata baru 
mengahpuskan larangan ini; 
f. Sebagai orang tua, pria maupun wanita (suami atau istri) 
mempunyai hak yang sama atas anak-anak mereka; 
g. Pria dan wanita diberi hak warisan yang sama.44 
Sementara itu, tahun 1926 Hukum Pidana diambil 
berasarkan hukum Itali, sedangkan Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang menyusul dua tahun kemudian  (1928) 
banyak dipengaruhi oleh hukum Jerman.  
Reformasi sekularisasi yang dilakukan oleh Attaturk 
merupakan reformasi yang paling berani dikawasan ini. 
Attaturk telah “membaratkan” sistem hukum Turki. Menurut 
Anderson, “Pada saat dimulainya revolusi, pemerintah Attaturk 
                                                        
43Binnaz Toprak, Islam dan Perkembangan Politik di Turki, h. 90-91.  
44Ibid., h. 98-99. 
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memang menyatakan akan memperlakukan undang-undang 
baru yang bersumber pada warisan Islam Turki, tetapi setelah 
berjalan beberapa bulan perbedaan pendapat di antara para 
anggota komite (legislatif) tidak ada habis-habisnya untuk 
merumuskan tujuan ini, pemerintah kehilangan kesabarannya. 
Pada saat yang membingungkan inilah mereka mengambil 
ketetapan untuk membawa negaranya ke dunia Barat, bukan 
kepada dunia Timur, bahwa situasinya terlalu mendesak untuk 
menyusun kodifikasi-kodifikasi hukum yang baru dan asli (dari 
Turki) sehingga mendorong pemerintah untuk secara drastik 
mengambil alih secara utuh peraturan-peraturan hukum Eropa.” 
Meskipun sekularisasi telah diterapkan di Turki, apalagi 
pada 1937 telah dipemaklumkan bahwa “Turki adalah negara 
sekular”, mayoritas bangsa Turki tetap yakin bahwa mereka 
adalah muslim. Bahkan di kalangan para penguasa pun sebagian 
besar menegaskan bahwa mereka tidak menolak Islam, mereka 
hanya mengikuti sikap Barat, bahwa agama adalah masalah 
pribadi (yang mengatur hubungan) antara setiap individu 
dengan Tuhan; bukan sistem hukum yang harus dilaksanakan 
oleh negara.45 
 
3. Kodifikasi Hukum Islam dalam Majallah (Mecelle) 
Usaha pembentukan hukum Islam dalam sebuah 
undang-undang telah dimulai sejak abad ke-2 H (abad ke-8 M). 
saat itu Ibn al-Muqaffa’ pernah mengirim surat kepada Khalifah 
al-Manshu>r (137-159 H/754-775 M) untuk membuat suatu 
undang-undang umum yang berlaku untuk semua wilayah. 
Surat itu dikirmkan Ibn Al-Muqaffa’ kepada Khalifah, setelah 
dia melihat adanya perbedaan keputusan dari hakim-hakim 
dalam persoalan yang sama. Akan tetapi surat tersebut tidak 
mendapat sambutan yang cukup pada waktu itu, karena para 
fuqaha tidak ingin memaksa orang lain untuk mengikuti 
pendapat-pendapatnya.  
Kemudian pada abad ke-11 H (abad ke-17 M), Sultan 
Muhammad Alamkir (1038-1118 H), seorang raja India, 
                                                        
45J. N. D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, h. 106. 
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membentuk suatu panitia yang tediri dari ulama-ulama India 
terkemuka yang diketuai oleh Syekh Nazzan, diberi 
wewenang oleh Sultan untuk membuat kitab yang 
menghimpun riwayat-riwayat (pendapat-pendapat) yang 
disepakati dari mazhab Hanafi. Kitab tersebut terkenal 
dengan nama, “al-Fata >wa> al-Hindiyah” (Fatwa-fatwa India). 
Meskipun pembuatan kitab tersebut bersifat resmi, namun 
tidak mengikat bagi hakim dalam memberikan fatwa, serta 
dari sistem penyusunannya tidak menggunakan sistem dalam 
pembuatan undang-undang, tetapi hanya merupakan kitab 
fikih pada umumnya.46 
Usaha nyata untuk menempatkan ketentuan hukum 
Islam dalam bentuk perundang-undangan negara baru 
terbentuk dengan munculnya “Majallah al-Ah }ka >m al-
’Adliyyah”, yang kodifikasi pada masa pemerintahan Turki 
Usmani yang disusun tahun 1869-1876, yang dalam bahasa 
Turki disebut “Mecelle-i Ahka>m-i Adliye”. Undang-undang 
ini telah diterjemahkan dalam edisi Indonesia, dengan judul 
“Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam”.  
Kodifikasi hukum Majallah ini memiliki makna yang 
sangat penting. Pertama, karena dalam sejarah dikenal sebagai 
kodifikasi hukum pertama yang bersumber pada syariah. 
Kedua, Majallah lahir dan lebih merupakan perlawanan yang 
berhasil terhadap kecenderungan mengadopsi hukum Eropa 
pada kesultanan Turki Usmani. Materi Majallah ini diturunkan 
dari yurisprudensi H {anafy, namun tidak selalu memuat 
pendapat fuqaha H {anafy terkemuka, sebagian pendapat yang 
dimasukan sebenarnya berasal dari non-H{anafy. Ketiga, 
Majallah melambangkan usaha pertama oleh negara Islam 
untuk melembagakan syariat, dan lebih dari itu, Majallah 
diberlakukan di pengadilan sekular (nizamy) di seluruh 
kesultanan Turki Usmani. 
Keputusan untuk menyusun Majallah muncul dari 
perselisihan mengenai apakah Pemerintahan Turki Usmani 
harus mengadopsi perundang-undangan sipil Perancis atau 
                                                        
46Hanafie, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 
1977), h. 216-217. 
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tidak. Salah seorang ilmuwan Islam pada masa itu, Ahmed 
Cevdet Pasha (1822-1895), memperjuangkan pandangan 
bahwa yurisprudensi H{anafy itulah yang semestinya 
diadopsi. Kemudian Dewan Menteri mempercayakan 
penyusunan karya itu kepada sebuah komisi dan menunjuk 
Cevdet Pasha sebagai ketuanya. Komisi tersebut 
menyelesaikan enam belas buku Majallah, yang kemudian 
diberlakukan lewat keputusan dari Sultan. 47 
Majallah al-Ah}ka>m terdiri atas 16 Buku dengan 1851 
pasal, bagian pendahuluan diawali oleh dua bagian yang 
mendefiniskan fikih (hukum Islam) dan komponen-
komponennya, serta pernyataan tentang prinsip-prinsip 
dasarnya (yang terdiri atas 99 qa’i >dah fiqhiyyah). Setelah itu, 
berturut-turut keenam belas buku membahas tentang; jual beli 
(al-buyu >’); sewa menyewa (al-ija>rah); jaminan (al-kafa>lah); 
pemindahan utang (al-h }iwa >lah); gadai (al-rahn); barang yang 
dipercayakan (ama >nah); hibah (hibah); perampasan dan 
perusakan barang (al-ghas }b wa al-itla>f); pengampuan, 
pemaksaan, dan hak untuk membeli lebih dahulu (al-h}ajr, al-
ikra>h wa al-shuf’ah); hak milik bersama (al-shirkah); perwakilan 
(al-waka >lah); perdamaian dan pembebasan (al-s }ulh } wa al- ibra’); 
pengakuan (al-iqra>r); gugatan (al-da’wa>); pembuktian dan 
sumpah (al-bayyina>t wa al-tah }li >f); putusan pengadilan dan 
pemeriksaan perkara (al-qada>’). 
Pemberlakuan Majallah di Turki sendiri berlangsung 
sampai tahun 1926, ketika Republik Turki mengadopsi 
Undang-undang Sipil Swiss dan menggantikan Majallah. 
Sedangkan di wilayah selain Turki, Majallah berlaku di 
Albania sampai tahun 1928, di Libanon Majallah berlaku 
sampai tahun 1932, di Suriah sampai tahun 1949, di Irak pada 
1953, dan Yordania sampai 1977.48 
 
                                                        
47Carter Vaughn Findley, “Mecelle”, dalam Ensiklopedi Oxford Dunia 
Islam Modern, Jilid IV, John L. Esposito (et. al), terj. Eva Y.N. dkk. (Bandung: 
Mizan, 2001), h. 28; lihat juga: A. Djazuli, “Syariah sebagai Rohmatan lil 
Alamin: Pengantar”, dalam Tajul Arifin, et.al., Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Islam (Bandung: Kiblat Press, 2000), h. XX-XXXII. 
48 Ibid., h.  30. 
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D. Kesimpulan 
Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Mesir merupakan negara di bawah kekuasaan Islam, 
semenjak masuknya ‘Amr ibn ‘A<s} (640 H) pada masa 
khalifah ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b. Di negara-negara Arab, 
Mesir merupakan pelopor reformasi Islam sejak akhir abad 
ke-19, sekaligus salah satu negara yang warga muslimnya 
pertama kali berhadapan dengan hukum Perancis dan 
pendidikan hukum Perancis. Sedangkan Turki merupakan 
sebuah negara besar, dimana Dinasti Usmani merupakan 
salah satu kekhalifahan Islam yang memiliki wilayah sangat 
luas dan bertahan kurang lebih delapan abad (1281-1924), 
yang kemudian digantikan dengan negara Republik Turki 
modern (deklarasi pada Oktober 1923). Perubahan bentuk 
negara tersebut tak lepas dari gerakan pembaharuan yang 
dilakukan pada masa Tanzimat, yaitu suatu periode 
reformasi sosial dan politik yang mengubah Kesultanan 
Usmani dengan mengintegrasikan lembaga-lembaga yang 
secara sengaja dijiplak dari Eropa Barat. 
2. Pembaruan hukum Islam dalam tata hukum di Mesir dan di 
Turki terdapat beberapa persamaan, di antaranya: (1) 
memiliki sejarah yang panjang dan empat mazhab fikih 
telah dikenal dengan mazhab H{anafy sebagai mazhab resmi 
negara; (2) ketika dinasti Usmani menguasai Mesir, undang-
undang Usmaniyah berlaku di negeri Mesir dan 
mempengaruhi perkembangan undang-undang selanjutnya, 
(3) semenjak abad ke-19 tumbuh kontak yang semakin akrab 
antara peradaban Islam dan peradaban Barat, di mana 
menyadarkan kaum muslimin untuk bangkit dan 
mempelajari kebudayaan Barat, yang selanjutnya berbentuk 
sekularisasi dalam perundang-undangan di Mesir dan 
Turki. 
3. Sedangkan salah satu perbedaan dalam perkembangan 
hukum Islam di kedua negara tersebut adalah, jika di Mesir 
pembaharuan hukum Islam berkembang secara paralel 
kalau di Turki pembaharuannya berkembang secara radikal. 
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